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SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 421.1/ teke / 11/ DIKPORA/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PENDIDIKAN PADA
SATLAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (FAUD)

IT BIRA INSANI
Vienimbang : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapal Penetapan Hasil
Verifikasi dan Kvalaasi Nomor @ 421.1/ fmy

DIKPORA/ 2020 tentang Permohonan Perpanjangan [zin
Operasional DPenyelenggara Pendidikan pada  Satnan
PAUD IT BINA INSANI, maka dipandang telah memenuhi
kelayakan dan persyaratan unluk diberikan  izin
Operasional Penyelengpsra  Pendidikan  pada  satuan
PAUD I7 BINA INSANI;

b. Bahwa untuk kelancaran acdministrasi dan pembinaan
serta memberikan kewenangan kepada satuan PAUD 0T
HINA [NSANI, dipandang perlu menerbitkan  [zin
Operasional Penyclenggaraan Ferdidikan pada PAUD T
BINA INSANI Kabupaten Lombaok Utara;

¢. Bahwa  berdasakan  pertimbangan  sebagaimanra
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan
keputusan,Kepala Dinas Pendidikan dan Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten _ombok Utara tentang
Pember.an zin Operasional, Penyelenggaraan Pendidikan
satuan PAUD 1T BINA INSANI:

Mengingat. : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidixan  Nasional [lembarun Negara  Republik
Indonesia Tahun 2003 No 78, tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara di

Provins! Nusa Tenggara DBarat | Lembaran Negara




Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99tambahan
l.embaran Negara Republik Indoncesia Nomor 1872},
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang
Pemerintahan Daersh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.tambahan Lembaran
Negara Republik Indoresia Nomor 5587 sebagaimana
telah diubseh beberapa kali leiakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan ke
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentavg
Pemnerintah  Daerah | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, lambahan Ncgara
Republik Indonesin Nomor 5679);

Undang-undang Nomor L8 Tahun 2016 Tenlang
Anggeran Pendapatan dan Belenja Negara ‘Tahun
Anggaran 2017 ( Tembaran Negara Republik hulonesia
Tahun 2016 Nomor 206, tambahan Lembaran Negara
Republik Indenes:a Nomor 5948):

Peraturan Pemerinzah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 4496); sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan
Pemerintah Tahun 2015 tentang Perubahan kedua alas
peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Satundar Nasional Pendidiken  [Tembarae Repuhlik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 45 tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Llenang
Pernbagian arusan Pemerintahan WY1ETA
Pemeritah,Pemerintah Dacrah Provinsi, dan Pemerintzh
Daerah Kabupaten/Kota { Lembaran Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82,tambahan Lembaran Acgara
Republik Tndonesia Nomor 1737},

Peraturan Pemerintan Tahun 2008 tenltang Pendanaan
Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 91.tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesiz Nomor 1864),




10

11

12

13

14

15

16

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tantang
Pengelolaan dan Penyelenggaiaan Pendidikan {lembaran
Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Iembaran
Negara Nomor 5108) Sebagaimana telah diubah dengan
Peratursn Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Periubahan atas Peraiuran Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pergeloiaan dan  Penyelenggaraan
Pendidikan | Lembaran Negara Tehun 2010 Nomor 112,
tarmbahan | embaran Negara Nomoer 5157)

Peraturan Pemeriniah Nomor 18 Tahun 2016 rentang
Perarigkat Daerah ( l.embaran Neypuaia Republic Indonesia
tahun 2016 Nomor 114, tambanan Lembaran Negara
Repulik Indonesia Normor 5887},

Peraturan Menteri  Pendidikann  Nasional Repubiik
indonesia Nomor 16 Tahun 2007 teatang Standar
Kualifikusi Akademik dan Kompetensi Guru;

Peraturan Menteri Pendidikan  Nasional Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentarg Standar
Pengelolaan Pendidikan:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republix Indonesa
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Diad ,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tenlang Standar
Nasionel Pendidikan Anak Usia Ding;

Peraturan Menteri Pe-ulillikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Standar
Nasional Pendidikan Anak Uaia Dint;

Peraturan Decrah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembenfukan dan Susunan
Perangkal Dacrah Kabupaten _ombok Utara {Lembaran
Daerzh Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Lombok Utara
Nomer 63);

Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016
tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat

Dacrah  Kabupaien Lombok Utara | Berita Dacreh




Menerapkan

KESATU

KEDJA

KET'GA

Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 12|,

17 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 09
Tahun2019 tentang APBD Kabupaten Lombck Utara
Tahun 2020 [ Lembaran Dacras Kabupaten Lombok
Utara Nomor 09 Tahun 2019 )

18 Pecraturan Bupati Lombok Utara Nomor 36 Tahun 2019
tentang Penjabaran APBD Tahun 2020

MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALLA  DINAS PENDIDIKAN
KEFEMUIDAAN DAN OLAIIRAGA TENTANG PEMBERIAN 71N
OPERASIONAL PRENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA
SATUAN PAUD IT B3INA INSANI KABUPATEN LOMBOK
UTARA

Membeiika lzin Operasional Penvelenggaraan  Pendidikan
pada satuan PAUD [T BINA INSAND Kabupaten Lombok Utara
Pemegang lzn Operasional Penyelenggaraan  Pendidikan
berkewajiban :

1. Menyelenggarakan proses kegiatan Penvelengparaan
Pendidikan schagaimana mesiinya dengan mentaal
ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku:

2. Mergirim proposal berkala sesuai dengan peraturan
yvang berlak;

3. Dalam melaksanakan pelavanar proses penye.cnggaran
Pendidikan dilaksanaksn pengawasan dan
pengendahan pemerintah;

4. lzin Operasional penyelemggaran pendidikan berlaku
gelama 3 Tahun terhitung mula tanggal dibcbitkaus (i
tersebut;

5. lzin operasional Pendidikan dapat dicabut kembali oleh
Ninas Pendidikan Kepemudaan dan  Qlahraga
Ksbupaten Lombok Utara apabila dalam proses
pelayvanan  penyelenggaraan  Pendidkan  terdapat
penvimpangan  terhadap  ketentuan  perundang-
undangan yang berlakuy;

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ni akan di




adaxan perbaikan sebagaimana mestinva;

REEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapxan;

Ditctapkan di Cangga
Pada tanggal, 23 Novamber 2020 M
e — 08 Rab’iul Akhir 1442 |l

TEMBUBSAN disampaikan kepada Yth :

Bupali Lombok Utara di Tanjung;

Insfektur Tnsfektorat Kahupaten Lombek Utara di Tanjung;
Ketua DPRD Kabupaten Zombok Utara di Tanjung;

Kepala UPTD Dikpora Kecamatan se-Kabupaten Lombok Ulara;
Arsip .
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